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BUPATTINDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN BUPATEINDR \f;IRI HIUNE
NOMOR SOF TAHUN 2007,

FENTANG

PEARUR A AN DAN PENEGERIAN SEROLAT
DELINGRUNGAN DINAS PENDIDIKAN K VHUPATEN INDRAGIRE HULE

- RUP LT INDRAGHR) HIULY
bahwea uniud menunjang, mempercepat pelaksanaan Wajlb Belajar

i Didiy I N
. ' Pendicikar Tosar 9 Tahon dan meningkatkan: daya tampung bag!
Taman Kanat kanak (TK), Selolah Dasar (SD), Sekelah Menengah
Pertama (SHPY dan Sekodah Menenaah Kejuruan (SMK) - perlu

‘b
pembukaan (an penegenan st kalah;

b. bahwa berd sarkan poimbangan sebagaimana dimaksud  dalam
huruf @ perle menetaphan Keputusan Bupati Indragin Hulu tentang
pembubaan Do Peregerian  Sekolah DU Linghungan Dinas
pendidikan ¥ Hupaten Indragiit Hulu

Mengingat . 1. Undang Uxdng Homor o Tabun 1965 tentang Pembedtukon Daciah
Tingkat 11 Indragin Hilir dengan mengubah Undang-tindang Noimoi
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otoncm Kabupaten
dalam Lirghkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik lndonesta Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan tembaran
Negara Repu! bR Todonesia Nomors 2754),
. Undang Undong Nomor 11 Tahun 2003 tentang Porubahan atas
‘ Undang Und .ng Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan,  okan Hulu, Rokan Hillr,  tiak,  Karimun,
Natuna, “usitan Singingl dan Keta Batam (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambalian lembaran
Negara Reputiik Indonesia Homor 4274);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tohun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Naslonal (Leinbaran Negara Republik Indonesla Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Uind g Nomar 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran  Negora  Republik
Indonesia T :hun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara
Repubtib 1od cesta Namaor <12489)
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5. Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4437)
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang (1embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Neqara Republik

Indonaesia Homor 4540);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomar 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, wilayah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3411);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar (1 embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,
Tambahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun.1998 tentang I’erubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Menengah (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 3764);

1. Keputusn Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.0248/U/ 1984,
tentang Prosedur Pembukaan, Penegerian, Pengintegrasian dan
Penutupan  Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan;

12. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri
Dalam Megerl Nemor : 0341.a/P/1990 dan Nomor 30 Tahun 1990,
tentang Pembentukan Unit Koordinasi Wajib Belajar Sekolah Lanjutan
Tingkat Pe!lama;

13. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor
01/KEP/MENKO/Kesra/X/1994, tentang Unit Koordinasl Walib
Belajar I’endidikan Dasar.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragirl Hulu Nomor 01 Tahun 2001
tentang Pembentukan Susunan Organisasl dan Tata Kerja
Pemerintahan  Kabupaten Indragirl Hulu (Lembaran Daerah
Kabupaten [ndraglri Hulu Tahun 2001 Nomor 01);

15. Peraturan ..........cccoevivei
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5. Peraturan Dacrah Kabupaten Indragirl Hulu Nomor & Tahun 2007
tentang  Anqggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  Kabupaten

Indragltl Hulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten
Indraglel Hulu Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA v Membuka dan menegerikan sckolah di lingkungan Dinas Pendidikan
Kabupaten Indragiti Hulu  sebagalmana tercantum  poda  lampiran
keputusan Inl

KEDUA : Segala blaya vyong timbul akibat ditetapkannya  keputusan Bupali
Indragirl  Hulu tentang Pembukaan dan  Penegerlan  Sekolah i
Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragirl Hulu inl, dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETIGA . Keputusan inl mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

apablla terdapat kekeliruan dalam keputusan Inl akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagalmana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal '© Ocienioar 2())7,
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Tembusan, (disampaikan kepada Yth) M NI VP
Sekretaris Jenderal Depdikna: di Jakarta d

Inspektur Jenderal Depdiknas i Takarta

Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta

Kepala Balithang Depdiknas di Jokarta

Kepala Pusat Statistik Depdiknas i Jakarta

Gubernur Riau di Pekanbaru

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Proplns! Rlau di Pekanbaru.

Ketua DPRD Propinsi Riau di Pekanbaru.

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru.
0. Kepala Subdin/Kepala Bagian di lingkungan

Dinas Pendldikan Propinsl Rlau ¢ Pekanbaru.
11 Ketua DPRD Kabhupaten Indraqici Holu di Pematang Reba.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba,

13. Kepala Dinas PU dan Kimpraswil lkab. Indraghl flulu dl Pematang Reba,
14. Kepala Bawasda Kabupaten Indraqgiri Hulu di Pematang Reba.
15. Pertinggal. )
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